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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Definisi Penelitian 

Penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi31. Penelitian juga dapat diartikan sebagai 

sebuah usaha untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi secara metodologis, 

sistematis serta konsisten. Penelitian dapat digunakan sebagai sarana yang 

digunakan untuk memperkuat, membina dan juga mengembangkan ilmu 

pengetahuan.  

3.2. Jenis penelitian  

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis 

normatif, yaitu  sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan 

kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dialam hukum positif atau 

hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek 

hukum.32Yuridis Normatif, merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi 

legis positivis, dalam kata lain pendekatan ini ini memandang hukum identik 

dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau 

                                                
31 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 
hal.35 
	
  
32Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 
Publishing, 2006), hal. 295 
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pejabat yang berwenang. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu sistem 

normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat 

yang nyata.33  

 Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis yang merupakan jenis penelitian yang menggambarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum positif yang menyangkut 

permasalahan yang sedang diteliti.34 

3.3. Sumber data 

 Di dalam penyusunan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan 

yuridis normatif, sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum bukan data 

atau fakta sosial akrena dalam penelitian ilmu hukum yang dikaji adalah bahan 

hukum yang  berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan. Data-data yang biasa 

digunakan dalam penelitian umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu 

data primer atau data yang diperoleh dari masyarakat dan juga data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka35  

 Data yang penulis gunakan untuk menyusun penelitian ini adalah data 

sekunder yang penulis dapatkan dari bahan-bahan pustaka yang meliputi: 36 

1.   Bahan Primer	
  

                                                
33 Ronny Hanitijo Soemitro Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1988), hal. 13-14 
34 Ibid hal.98 
35 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2006), Hal.112 
36	
  Op Cit 
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Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan 

perundang-undangan yaitu: 

a.   Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang;  

b.   Malaysian Insolvency act 360 1986;  

c.   Malaysian Companies act 777 2016; 

d.   England Insolvency Act 1986; 

e.   Putusan Kasasi 704 K/Pdt.Sus/2012 

2.   Bahan sekunder	
  

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. 

3.   Bahan tersier	
  

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan 

lain-lain. 

3.4. Pendekatan Penelitian  

Di dalam sebuah penelitian hukum yang disusun secara normatif terdapat 

beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu:37   

1.   Pendekatan Perundang-undangan 	
  

                                                
37 Johni Ibrahim, Teori dan Metofologi  Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia 
Publishing, 2007), hal.300. 
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Dalam sebuah penelitian Normatif, Pendekatan Perundang-undangan 

sangatlah diperlukan karena yang dijadikan pembahasan utama adalah 

berbagai peraturan Hukum yang berlaku, namun pendekatan Perundang-

undangan akan lebih baik jika dilengkapi dengan pendekatan lainya agar 

terdapat pula pertimbangan-pertimbangan Hukum lainya guna 

mendapatkan jawaban yang tepat atas permasalahan yang dijadikan 

pembahasan.	
  

2.   Pendekatan Konsep 

Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang 

dikemukakan oleh para ahli. 

3.   Pendekatan Analisis 

Pendekatan Analisis adalah pendekatan yang menganalisa bahan Hukum 

guna mengetahui makna dari istilah-istilah yang dimuat dalam Undang-

undang secara konsep sekaligus mengetahui penerapanya dalam dunia nyata 

dan putusan Pengadilan.	
  

4.   Pendekatan Perbandingan	
  

Pendekatan	
   perbandingan	
   adalah	
   cara	
   pendekatan	
   penelitian	
   yang	
  

digunakan	
  dalam	
  penelitian	
  Normatif	
  dengan	
  cara	
  membandingkan	
  satu	
  

Lembaga	
  Hukum	
  dari	
  sebuah	
  Sistem	
  Hukum	
  dengan	
  Lembaga	
  Hukum	
  dari	
  

Sistem	
  Hukum	
  yang	
  lainnya.	
  

5.   Pendekatan Historis 	
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Pendekatan sejarah memberikan pengetahuan kepada peneliti untuk dapat 

lebih memahami sejarah terbentuknya sebuah peraturan hukum yang 

berlaku sehingga peneliti dapat lebih memahami manfaat atau filosofi dari 

diberlakukanya sebuah peraturan hukum.	
  

6.   Pendekatan Filsafat 	
  

Pendekatan Filsafat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

mendalam atas implikasi sosial dan dampak dari diterapkanya suatu 

peraturan Perundang-undangan terhadap masyarakat.	
  

7.   Pendekatan Kasus	
  

Pendekatan Kasus dalam sebuah penelitan Normatif digunakan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah 

Hukum Positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan Pengadilan.	
  

	
  

Pendekatan yang Penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari 

bahan-bahan hukum yang digunakan adalah: 

a.   Pendekatan perundang-undangan (Statue approach) 

Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaaah undang-undang yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dijadikan topic pembahasan38 

b.   Pendekatan kasus (case approach) 

                                                
38	
  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres, 2007), hal.93. 
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Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan 

dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah 

penulisan39 

c.   Pendekatan Perbandingan (comparative approach) 

Pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian yang membahas 

mengenai adanya kekosongan norma hukum40. Menurut Jimmly 

Asshiddiqie norma hukum didefinisikan sebagai pelembagaan nilai-

nilai baik dan buruk di masyarakat dalam bentuk tata aturan yang berisi 

kebolehan, anjuran atau perintah41 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang, 

pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Penulis melakukan 

pendekatan perundang-undangan terhadap Undang-undang nomor 34 tahun 

2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

guna mengetahui peraturan yang berkaitan dengan kepailitan yang sudah 

ataupun belum diatur oleh Undang-undang tersebut, Pendekatan kasus 

penulis gunakan terhadap putusan Mahkamah Agung atas permohonan 

kasasi dari PT.Telekomunikasi selular dengan nomor register perkara 704 

K/Pdt.Sus/2012 guna mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan 

Hakim dalam memeriksa perkara tersebut dan yang terakhir Pendekatan 

perbandingan penulis gunakan guna mengetahui adanya kekosongan 

                                                
39 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hal.134. 
40 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal.162. 
41 Jimmly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hal.1. 
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peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara Kepailitan, lebih 

spesifiknya mengenai diberlakukanya uji solvabilitas terhadap debitur yang 

dimohonkan pailit di Indonesia jika dibandingkan dengan undang-undang 

kepailitan yang diberlakukan di Negara Malaysia dan Inggris dalam 

Malaysian Insolvency act 360 tahun 1986, Malaysian Companies act 777 

tahun 2016 dan England Insolvency Act tahun 1986. 

3.5.Metode Pengumpulan  

Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 

pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan 

menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, 

jurnal ilmiah dan lain-lain).  

 

3.6.Sifat Analisis Data  

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe Deskriptif kualitatif yaitu 

sebuah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan 

menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang 

tumbuh, proses yang sedang berlangsung serta akibat yang sedang terjadi dan 

juga kecenderungan yang sedang berkembang42 

 

3.7.Kendala dan Penanggulangan  

3.7.1.Kendala 

                                                
42 Sunarto,Metode Penelitian Deskriptif, (Surabaya:Usaha Nasional,1990), hal.47. 
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 Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menemukan kendala pada saat 

penulis ingin menemukan Pasal dalam UU Kepailitan di Negara Inggris dan 

Malaysia yang mengatur mengenai kewajiban dilakukanya uji solvabilitas terhadap 

debitur yang dimohonkan Pailit ke Pengadilan. 

3.7.2.Penanggulangan 

 Penulis mendapatkan bantuan dari rekan penulis yang mempelajari 

Kepailitan dan sempat menempuh pendidikan Hukum Strata Dua di Negara Inggris 

bernama Giorgio Alexander S.H.,LLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




